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BAB IV 

KEDUDUKAN KESULTANAN DIY DALAM PERSPEKTIF ISLAM 

A. Perbandingan antara DIY dengan Pemerintahan Islam 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah atau wilayah 

yang ada di  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dianggap sebagai daerah 

setingkat provinsi tapi bukan suatu provinsi dan tidak pula sebagai suatu bentuk 

monarkhi konstitusional. Monarkhi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta 

adalah warisan budaya yang perlu dilestarikan untuk memperkaya khazanah 

budaya bangsa Indonesia yang mana dikuatkan dengan dikeluarkannya Dekrit 

Kerajaan 5 September 1945, dikuatkan juga dengan pernyataan dari pada founding 

father yang diwakili oleh Ir. Soekarno tentang monarkhi yang dipraktekkan oleh 

Pemerintahan kesultanan Yogyakarta. 

 Secara Yuridis Keistimewaan Yogyakarta dikuatkan dengan 

dikeluarkannya Undang–Undang Nomor 13 tahun 2012, Negara mengakui 

keistimewaan Yogyakarta sebagai suatu pemerintahan daerah yang berbeda 

dengan daerah–daerah provinsi lainnya. Dengan adanya amanat dari Sultan dan 

Undang–Undang yang mengaturnya serta pengakuan dari presiden Soekarno 

konsekuensinya Negara juga harus mengakui bahwasannya di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam pengisian Kepala Daerah, sesuai dengan budaya monarkhi 

yang melekat pada Daerah Istimewa Yogyakarta, pemilihan Kepala Daerah tidak 

menggunakan cara pemilihan tetapi menggunakan cara penetapan yang artinya 

untuk Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta diisi dengan cara turun-temurun. 

Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas beragama Islam. 

Meskipun Indonesia bukan negara Islam akan tetapi Indonesia adalah negara 
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Republik yang menjunjung tinggi agama, terlihat dari Pancasila sebagai dasar 

negara yang menyebutkan pada sila pertama “ Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Kepemimpinan berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk 

memimpin. Ketika dipakai istilah kepemimpinan, maka ada dua unsur yang 

terkait di dalamnya yaitu orang yang memimpin dan orang yang dipimpin. Tugas 

dan tanggung jawab seorang pemimpin ialah mengarahkan, menuntun, 

memotivasi, orang yang dipimpinnya untuk berbuat sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. Sementara tugas orang yang dipimpin adalah mengambil bagian 

aktif dalam rangka memuluskan pekerjaan yang dimandatkan oleh 

pimpinannya.176  

Agar pemimpin dapat memberikan komando yang terarah, terkontrol dan 

terkendali di satu sisi, sementara di sisi yang lain supaya yang dipimpin dapat 

mengambil inisiatif guna mencapai tujuan yang harus ditetapkan. Kepemimpinan 

dalam sebuah negara merupakan hal yang sangat penting, sebab di dasarkan pada 

sejumlah nash agama, baik Al-Qur’an dan hadits. Diantara ayat-ayat al qur’an 

yang berbicara tentang kepemimpinan adalah  surah an Nisa / 4:  

Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.177  
 

Melihat begitu pentingnya pemimpin dalam sebuah daerah, maka untuk 

mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu melaksanakan 

tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh masyarakat maka 

176 Rahmat Sholihin, “Referensi Islam dalam Memilih Pemimpin,”, Jurnal Konstitusi PKK 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, volume ii no. 1 (2009): . 71-27.  
177 Tim Penulis, Al qur’an dan Terjemah, Madinah, Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al 
Mush-haf Asy-Syarif. , 128.  
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dibuat ketentuan-ketentuan mengenai tatacara Pemilihan, Pengesahan 

Pengengkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-

Undang dan Peraturan Pemerintah, berupa peraturan dan perundang-perundangan 

negara sebagai pedoman dan landasan adil dalam mewujudkan kemashlahatan 

ummat.178 

Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.179 Itulah 

merupakan agenda pemerintah untuk masyarakat daerah untuk menentukan 

pemempinnya sendiri. 

Mayoritas ulama juga mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin 

untuk mengurus umatnya hukumnya wajib. Kewajiban itu bersandar atas 

beberapa alasan, yaitu: 

Satu, konsensus sahabat atas adanya figur seorang pemimpin, sehingga 

para sahabat mendahulukan pembaitan Abu Bakar atas pemakaman Rasulullah 

SAW.  

Dua, bahwa menegakkan hukuman dan benteng kekuasaan adalah wajib, 

dan jika ada suatu perkara tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka 

sesuatu itu menjadi wajib.  

178 J. Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan pemikiran Cet. III (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 1997),.28.  
 179 http://kpu.selumakab.go.id/publikasi/uu-no-8-th-2015-perubahan-atas-undang-undang-nomor 
tahun 2014, 
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Tiga, bahwa dalam kepemimpinan akan menarik kemanfaatan dan 

menolak kerusakan, dan ini hukumnya wajib berdasarkan dalil ijma.180 

Dalam Al-Qur’an tidak memberikan petunjuk teknis bagaimana kepala 

pemerintahan dipilih. Juga Rasulullah SAW tidak membicarakan atau menunjuk 

siapa yang akan menggantikannya dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat 

Islam sesudahnya. Ini dipandang sebuah isyarat bahwa persoalan kepemimpinan 

umat diserahkan agar diselesaikan sendiri oleh umat islam dengan musyawarah.181 

Kehati-hatian dan selektif dalam memilih pejabat juga dilakukan oleh 

Umar bin Khathab yang pernah mengatakan ‛barang siapa yang mengangkat 

sesorang untuk perkara kaum muslimin maka ia angkat orang tersebut karena 

cinta dan unsur kekerabatan maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan 

kaum muslimin‛.182  

Menurut Ibnu Khaldun, seorang penguasa pasti akan digoda dengan 

keinginan-keinginan supaya anaknya mempunyai harta maka diberikannya 

kesesempaatan kepada anaknya untuk berbisnis dengan kemudahan dibandingkan 

dengan kesempatan yang diberikan kepada orang lain, hal seperti itu juga 

diberikan kepada saudara-saudaranya oleh karena itu bisa menimbulkan kolusi 

dan nepotisme.183 

Menurut M. Daud, M. Thahir Azhary dan Habibah Daud mengatakan 

bahwa dalam nomokrasi Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah 

yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan 

180 Abdul Wahhab Khallaf, Politik Hukum Islam, Cet. II (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005),  
181 Abdul Mun’im Salim, Fiqh Siyasah : konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Qur’an, (Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada,1994), 303. 
182 Ibnu Taimiyah, Siyasah syar’iyah: etika politik islam, penerjemah: Rofi’ Munawar, (Surabaya: 
risalah gusti, 1999), 4. 
183 Deliar Noer, Islam dan Politik, (Jakarta, Yayasan Risalah, 2003), 206. 
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sebaik-baiknya sesuai prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an 

dan dicontohkan oleh sunnah, kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan 

kepada Allah.184 

 Dapat dikatakan bahwa masa Abu Bakr adalah batu ujian pertama bagi 

umat Islam untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran islam setelah Nabi wafat. 

Abu Bakr dinilai berhasil membangun sebuah sistem yang bersih, etis serta 

mengikutsertakan partisipasi segenap warganya. Sebagaimana dilukiskan 

Nurcholish Madjid menilai bahwa masyarakat pada masa Abu Bakr khususnya 

dan masyarakat Islam klasik umumnya, merupakan masyarakat yang terlalu 

modern untuk masa dan tempatnya. Ia modern dalam hal tingkat komitmen, 

keterlibatan dan partisipasinya yang tinggi yang diharapkan dari semua lapisan 

masyarakat. Ia juga modern dalam hal keterbukaan posisi kepemimpinan terhadap 

kemampuan yang dinilai menurut ukuran-ukuran universal dan dilambangkan 

dalam usaha untuk melembagakan kepemimpinan puncak yang tidak bersifat 

warisan.185 

 Pada masa khalifah Umar Ibn al-Khathtab gubernur diangkat dengan 

mempunyai otoritas dan otonomi yang luas, mereka menjalankan tugas dan fungsi 

sebagai pembantu khalifah. Dalam hal rekrutmen pejabat khalifah Umar terkenal 

sangat selektif dan mementingkan profesionalitas dan kemampuan dalam 

bidangtugasnya. Dengan begitu Umar menjauhkan diri dari nepotisme.186 

184 Titik Triwulan Tutik, pemilihan kepala daerah secara langsung dalam perspektif islam, 
(PARAMEDIA, Vol.6, No.4 Oktober, 2005), 360. 

185 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: Paramadina, 1992), 114. 
186 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 2001), 58. 
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Pada masa khalifah Usman ibn Affan pada dasarnya garis kebijakan yang 

akan dilaksanakan Usman mengacu pada kebijakan khalifah Abu Bakr dan Umar. 

Usman juga melakukan perluasaan wilayah Islam , untuk penguasa-penguasa di 

daerah Usman juga mengangkat wakil sebagai gubernur untuk memimpin daerah. 

Dalam bidang politik, banyak sejarawan menilai Usman melakukan 

praktik nepotisme, ia mengangkat pejabat-pejabat yang berasal dari kalangan 

keluarganya meskipun tidak layak untuk memegang jabatan tersebut. Awal pratik 

nepotisme ini adalah pemecatan Al-Mughirah ibn Abi Syu’bah sebagai gubernur 

kufah dan digantikan oleh Sa’d ibn al-Ash saudara sepupu Usman. Namun Sa’d 

hanya setahun memimpin karena digantikan oleh Al-Walid ibn Uqbah yang juga 

masih saudara seibu khalifah. Ternyata Walid ini berperangai buruk dan tidak 

mencerminkan teladan seorang pejabat.187 

Kebijaksanaan seperti ini menimbulkan implikasi yang luas dikalangan 

umat islam, pengangkatan gubernur berdasarkan nepotisme menimbulkan 

lahirnya gerakan oposisi. Tokoh sahabat yang terkenal sebagai pengkritik 

kebijaksanaan Usman adalah Abu Dzar al-Ghifari, dia menentang Usman 

terutama karena nepotisme dan kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam 

pemerintahannya.188 

Pada masa khalifah Ali ibn Abi Thalib hal pertama yang dilakukan adalah 

memberhentikan gubernur-gubernur yang diangkat Usman sebelumnya dan 

menarik kembali untuk Negara tanah yang telah dibagi-bagi Usman kebada 

kerabatnya. Ali mengangkat Usman ibn Junaif menjadi gubernur bashrah 

menggantikan Abdullah ibn Amir, Umar ibn Shihab gubernur kufah 

187 Ibid, 71. 
188 bid , 73. 
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menggantikan Sa’d ib Al-ash, Ubaidillah ibn Abbas gubernur Yaman, Qais ibn 

Sa’d gubernur Mesir, Abdullah ibn Sa’d ibn Abi Sarh dan Sahl ibn Junaif 

gubernur Syam. Gubernur-gubernur baru tidak dengan mulus menggantikan 

pejabat lama, meskipun sebagian besar mereka diterima di daerah, tidak jarang 

pula ada yang menolaknya, bahkan serta merta Mu’awiyah gubernur Syam masa 

Usman mengusir Sahl. 

 Menurut Al-Mawardi, gubernur tidak dipilih oleh rakyat. Tetapi diangkat 

oleh kepala negara (khalifah). Imam al Mawardi dalam kitabnya,Al Ahkam As 

Sulthaniyah, membagi gubernur menjadi dua. Pertama, gubernur yang diangkat 

dengan kewenangan khusus (imarah ‘ala as-shalat). Kedua, gubernur dengan 

kewenangan secara umum mencakup seluruh perkara (imârah ‘alâ as-shalat wal 

kharaj). Menurut Al Mawardi, syarat untuk menjadi gubernur tidak jauh berbeda 

dengan syarat yang ditetapkan untuk menjadi wakil khalifah (muawin tafwidh). 

Sementara Muawin syaratnya sama dengan syarat menjadi Khalifah. Jadi secara 

umum syarat menjadi gubernur sama dengan syarat menjadi kepala negara. 

Perbedaannya hanya pada kekuasaan gubernur lebih sempit dibandingkan 

kekuasaan muawin tafwidh). Baik Gubernur Umum maupun Gubernur Khusus 

keduanya tidak boleh dijabat oleh orang kafir dan budak (bukan orang 

merdeka).189 

 Mengenai pemilihan Gubernur. Dalam Islam, Gubernur (Wali) bukanlah 

hasil pilihan rakyat, melainkan diangkat oleh Khalifah. Dalam kitab-kitab hadits 

dan juga sirah dapat dibuktikan bahwa gubernur-gubernur dalam propinsi-

propinsi pemerintahan Islam dulu, selalu diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai 

kepala negara. Misalnya Muadz bin Jabal yang diangkat sebagai gubernur 
189 Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, 52. 
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propinsi Yaman. Juga Ziyad bin Labid yang diangkat Rasulullah SAW sebagai 

gubernur propinsi Hadhramaut, serta Abu Musa Al-Asyari sebagai gubernur 

propinsi Zabid dan Aden. Jika diukur dengan timbangan Syariah Islam, 

pengangkatan gubernur itu hanyalah melalui pengangkatan oleh khalifah bukan 

lewat cara pemilihan (pemilukada) oleh rakyat di propinsi yang bersangkutan, 

bukan pula melalui cara penetapan secara otomatis sebagai jabatan yang 

diwariskan secara turun temurun.41 Pada dasarnya para sahabat sudah 

menerapkan sistem demokrasi dalam memilih pejabat Negara atau wakilnya di 

daerah yang didasarkan pada profesionalitas dan kemampuan bukan atas dasar 

sistem turun-temurun. 

Namun seiring berkembangnya zaman, Pemilihan kepala daerah diadakan 

selalu punya dampak kepada khalifah di muka bumi seperti perpecahan. Padahal 

manusia diciptakan Allah SWT untuk menjadi khalifah dimuka bumi, yaitu 

menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta karena 

manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental-spiritual dan materiil 

untuk memungkinkan hidup dan mengemban misi-Nya secara efektif.190  

Menumbuhkan kesadaran untuk memelihara persaudaraan serta 

menjauhkan diri dari prepecahan, merupakan realisasi pengakuan bhawa 

hakikatnya kedudukan manusia dalah sama di hadapan Allah SWT. Sama-sama 

mengemban amanat Allah sesuai dengan bidang tugas dan pekerjaan masing-

masing.191 Firman Allah SWT yang berbicara tentang persaudaraan QS. al-

Hujurat/ 49 yang artinya:  

190 Tim Penulis P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), Ekonomi Islam, 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008),. 62.  
191 Muhammad Al Ghazali, Akhlak Seorang Muslim, (Semarang: Wicaksana,  1986),. 339.  
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“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”192 

 
Penggalan ayat pertama di atas sesungguhnya Kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan perempuan adalah pengantar untuk menegaskan 

bahwa semua derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan 

antara satu suku dan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan 

antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki 

dan perempuan. Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut 

oleh penggalan terakhir ayat ini yakni “Sesungguhnya yang paling mulia  di 

antara kamu di sisi Allah yang paling bertakwa”. Karena itu, berusahalah untuk 

meningkatkan ketakwaan agar menjadi yang termulia di sisi Allah.193  

Menegakkan tali silaturrahim merupakan salah satu prinsip pokok Islam, 

salah satu dasar yang dikembangkan agama ini sejak pertama kali Nabi 

Muhammad SAW menyebarkannya.194 Sebaliknya, memutuskan silaturrahim 

akan mengakibatkan kesengsaraan dan bencana kepadanya, menyebabkan 

kemurkaan-Nya, dan menjauhkannya dari surga di akhirat.195  

Dengan adanya ketentuan bahwa yang bisa menjadi gubernur dan wakil 

gubernur harus Sultan dan Adipati Paku Alam maka tidak akan ada pemilihan 

secara langsung, melainkan gubernur yang masa jabatannya akan habis akan 

mempersiapkan keturunan keluarga kerajaan sebagai Putra Mahkotanya untuk 

menggantikannya seperti kebiasaan atau tradisi dari keraton.  

192 Tim Penulis, Akhlak Seorang Muslim., 848.  
193 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah volume 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 616.  
194 Muhammad Ali Al Hasyimi, Menjadi Muslim Ideal, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999),. 152.  
195 Ibid. .155.  
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Sistem suksesi di DIY ini berbeda dengan daerah otonom lainnya, pada 

daerah otonom lainnya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang 

pemerintahan daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk 

memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sesuai dengan 

keinginan dan aspirasi masyarakat. Sebagaimana termaktup dalam pasal 21(b), 

yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai 

hak untuk memilih pemimpin daerah.196 

Sementara itu, dalam pemerintahan Islam khalîfah dibantu oleh para, wali 

yang bisa disebut sebagai gubernur untuk mengurusi wilayah atau propinsi, wali 

diangkat oleh khalîfah untuk mengurusi wilayah dengan menerapkan konsep 

sentralisasi. Wali diangkat oleh khalîfah bukan dalam artian pelimpahan seluruh 

wewenang seluas-luasnya seperti yang terjadi pada konsep otonomi daerah di 

Indonesia. Kewenangan wali diatur oleh khalîfah, bisa jadi wali diangkat hanya 

untuk mengurusi urusan masyarakat kecuali urusan harta (al imârah ‘alâ as-

sâlah), atau mengurusi masalah harta saja atau mengurusi kedua-duanya (al 

imârah ‘alâ as-shâlah wa al-kharâj). Dan ada juga hanya untuk masalah peradilan 

(qada) saja.197 

Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, kekuasaan berada ditangan 

Rasulullah. Kekuasaan memerintah, legislasi hukum, implementasi, eksekusi, 

urusan kemiliteran dan lain sebagainya. Kekuasaan Rasul atas umat islam 

dibimbing langsung oleh Allah SWT dengan wahyunya dan Rasulullah adalah 

maksum sehingga terpelihara dari kesalahan.  

196 Titik Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Perspektif Islam, 
(PARAMEDIA, Vol.6.No.4 Oktober 2005), 353. 
197 http://hizbut-tahrir.or.id 
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Sebagai kepala pemerintahan Rasulullah mengangkat beberapa sahabat 

untuk menjalankan beberapa fungsi yang diperlukan agar manajemen pengaturan 

masyarakat berjalan dengan baik.198 Rasulullah mengangkat Abu Bakar dan Umar 

Bin Khattab sebagai wazir dan mengangkat beberapa sahabat lain sebagai 

pemimpin wilayah islam diantaranya, Muaz Bin Jabal sebagai qadhi{ sekaligus 

Wali di Yaman.  

Periode ‘Umar identik dengan masa keemasan perluasan wilayah Islam 

(the greatest conquest of Islam). Wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah 

Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Dalam wilayah 

Islam yang sangat luas itu, ‘Umar merasa tidak mungkin bisa menjalankan roda 

pemerintahan secara langsung dari Madinah sebagai ibukota negara. Karena itu, 

dia segera membagi wilayah yang luas itu menjadi delapan propinsi. Yaitu: 

Makah, Madinah, Syria, Jazirah, Bashrah, kufah, Mesir dan Palestina, yang 

masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur sebagai wakil khalîfah di tingkat 

daerah.199 Tiap propinsi memiliki ibukota serta dibagi menjadi beberapa 

kabupaten (iqlîm) yang masing-masing dikepalai oleh seorang amîr.  

Para gubernur ini diberi tugas dan wewenang yang kurang-lebih sama 

dengan yang dilakukan oleh khalîfah, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, 

peradilan pertahan dan keamanan. Bahkan seorang gubernur juga bisa bertindak 

sebagai panglima tertingga militer daerah dan melakukan ekspansi wilayah. 

sistem pemerintahan yang dijalankan oleh ‘Umar masih bersifat sentralistik 

(markaziyah).  

198 Novita-Nahdiyah’s blog.htm/30/10/2011/mengarungi sejarah keemasan daulah islam hingga 
keruntuhannya/,diakses 15 november 2012 
199 Muhammad Adib. Bulletin amanah online 18 agustus 2012, Administrasi Pemerintahan Umar, 
diakses 23 agustus 2012. 
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Pentingnya penetapan proses yang baku dalam hal pengangkatan dan 

pemberhentian Wali. Pengangkatan dan pemberhentian para Wali secara langsung 

oleh Khalîfah sebaiknya ditinjau kembali. Karena dari pengalaman yang ada, 

pengangkatan dan pemberhentian para Wali ini adalah isu yang sangat sensitif, 

dan berpotensi konflik. Ada baiknya para Wali dipilih langsung oleh rakyat 

melalui suatu pemilihan umum (musyawarah).  

Dalam al-Qur’an surat Al-Syura ayat 38 juga dijelaskan tentang anjuran 

untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan 

umat Islam secara umum. sebagai berikut:  

Artinya: “…dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang 
Kami berikan kepada mereka.200 

 
Ayat diatas menjelaskan bahwa pada zaman permulaan Islam kaum 

muslimin tidak mempunyai perkara penting yang harus diputuskan yang untuk 

memutuskan masalah itu mereka memerlukan majelis syura, namun diantara dua 

perintah yang menjadi dua sendi kehidupan agama islam terdapat perintah supaya 

mengadakan peraturan dan mengambil keputusan dengan jalan musyawarah.201 

Jadi dalam penetapan wali atau gubernur seorang khalîfah berhak mamilih dan 

menetapkan tetapi tidak harus dengan cara sistem turun-temurun tetapi dengan 

memilih orang yang memang pantas menerima amanat tersebut.  

Seperti halnya dalam pemerintahan pemilihan khalîfah seorang khalîfah 

tidak dibenarkan memecat Putra Mahkota selagi Putra Mahkota tidak berubah, hal 

ini dikarenakan pengangkatan Putra Mahkota adalah hak kaum muslimin, jadi ia 

200 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya: Mahkota, 1989). 
201 Muhammad Ali, Al Qur’an Terjemah dan Tafsir, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1986), 
12=23. 
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tidak dibenarkan memecatnya sebagaimana dewan pemilih tidak dibenarkan 

memecat orang yang telah mereka baiat selagi orang itu tidak berubah.15 Dalam 

sebuah hadis juga disebutkan bahwa setiap muslim adalah pemimpin dalam arti 

formal dan non-formal.  

Artinya:  
Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata: ‚Kalian adalah 
pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, 
dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah 
pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas 
kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai 
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam 
mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang 
kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai 
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.‛ (HR. Bukhari-Muslim).202  

 
Seperti halnya dalam Nomokrasi Islam, kepala Negara menjalankan 

pemerintahan tidak berdasarkan mandat Tuhan tetapi berdasarkan hukum-hukum 

syariat yang diturunkan Tuhan kepada manusia kepada Rasul-Nya, yaitu al-Quran 

dan as-Sunnah, namun karena hukum syariat lebih banyak yang bersifat global 

dan baku manusia diberi wewenang yang luas untuk mengadakan ijtihad untuk 

masalah-masalah yang tidak diatur dalam syariat. Adanya kesempatan berijtihad 

bagi yang mampu ini mengisyaratkan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki 

hak dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi menjawab berbagai persoalan 

kemasyarakatan dan kenegaraan.203 

B. Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dibandingkan dengan  

Zaman Nabi Muhammad S.A.W 

Yang membedakan Yogyakarta dengan daerah otonom lainnya adalah 

dalam hal suksesi atau pemilahan gubernur dan wakil gubernur yang tidak melalui 

202 Shohih Bukhori, Kitab: Jum’at, Bab: Shalat Jum’at di Desa dan Kota, Nomor, 844. 
203 Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar’iyah; Etika Politik Islam, Penerjemah; Rofi’ Munawar, (Surabaya: 
Risalah Gusti, 1999), 203. 
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pemilihan langsung atau pemilukada, melainkan langsung ditetapkan dengan 

ditunjuknya Sri Sultan sebagai gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil 

Gubernur, hal ini termuat dalam pasal 18 ayat (1c) yang menyatakan bahwasyarat 

menjadi Gubernur harus bertahta sebagi Sultan Hamengku Buwono danbertahta 

sebagai Adipati Paku Alam untuk calon wakil gubernur.204 

 Dengan adanya ketentuan bahwa yang bisa menjadi gubernur dan wakil 

gubernur harus Sultan dan Adipati Paku Alam maka tidak akan ada pemilihan 

secara langsung, melainkan gubernur yang masa jabatannya akan habis akan 

mempersiapkan keturunan keluarga kerajaan sebagai Putra Mahkotanya untuk 

menggantikannya seperti kebiasaan atau tradisi dari keraton. 

 Sistem suksesi di DIY ini berbeda dengan daerah otonom lainnya, pada 

daerah otonom lainnya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

pemerintahan daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk 

memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sesuai dengan 

keinginan dan aspirasi masyarakat. Sebagaimana termaktup dalam pasal 21(b), 

yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai 

hak untuk memilih pemimpin daerah.205 

Sementara itu, dalam pemerintahan Islam khalifah dibantu oleh para, wali 

yang bisa disebut sebagai gubernur untuk mengurusi wilayah atau propinsi, wali 

diangkat oleh khalifah untuk mengurusi wilayah dengan menerapkan konsep 

204 Pasal 18 ayat (1c) UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
205 Titik Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Perspektif Islam, 
(PARAMEDIA, Vol.6.No.4 Oktober 2005), 353. 
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sentralisasi. Wali diangkat oleh khalifah bukan dalam artian pelimpahan seluruh 

wewenang seluas-luasnya seperti yang terjadi pada konsep otonomi daerah di 

Indonesia. Kewenangan wali diatur oleh khalifah, bisa jadi wali diangkat 

hanyauntuk mengurusi urusan masyarakat kecuali urusan harta (al imarah ‘ala as- 

salah}),atau mengurusi masalah harta saja atau mengurusi kedua-duanya (al 

imarah ‘alaas-shalah} wa al-kharaj). Dan ada juga hanya untuk masalah 

peradilan (qada) saja.206 

 Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, kekuasaan berada ditangan 

Rasulullah. Kekuasaan memerintah, legislasi hukum, implementasi, eksekusi, 

urusan kemiliteran dan lain sebagainya. Kekuasaan Rasul atas umat islam 

dibimbing langsung oleh Allah SWT dengan wahyunya dan Rasulullah adalah 

maksum sehingga terpelihara dari kesalahan 

 Sebagai kepala pemerintahan Rasulullah mengangkat beberapa sahabat 

untuk menjalankan beberapa fungsi yang diperlukan agar manajemen pengaturan 

masyarakat berjalan dengan baik.207 Rasulullah mengangkat Abu Bakar dan Umar 

Bin Khattab sebagai wazir dan mengangkat beberapa sahabat lain sebagai 

pemimpin wilayah islam diantaranya, Muaz Bin Jabal sebagai qadhi sekaligus 

Wali di Yaman. 

 Periode ‘Umar identik dengan masa keemasan perluasan wilayah Islam 

(the greatest conquest of Islam). Wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah 

Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Dalam wilayah 

Islam yang sangat luas itu, ‘Umar merasa tidak mungkin bisa menjalankan roda 

pemerintahan secara langsung dari Madinah sebagai ibukota negara. Karena itu, 

206 (http://hizbut-tahrir.or.id) 
207 Novita ~ Nahdiyah’s blog.htm/30/10/2011/mengarungi sejarah keemasan daulah islam 
hingga keruntuhannya/,diakses 15 november 2012. 
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dia segera membagi wilayah yang luas itu menjadi delapan propinsi. Yaitu: 

Makah, Madinah, Syria, Jazirah, Bashrah, kufah, Mesir dan Palestina, yang 

masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur sebagai wakil khalifah di tingkat 

daerah.208 Tiap propinsi memiliki ibukota serta dibagi menjadi beberapa 

kabupaten (iqlim) yang masing-masing dikepalai oleh seorang amir. 

 Para gubernur ini diberi tugas dan wewenang yang kurang-lebih sama 

dengan yang dilakukan oleh khalifah, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, 

peradilan pertahan dan keamanan. Bahkan seorang gubernur juga bisa bertindak 

sebagai panglima tertingga militer daerah dan melakukan ekspansi wilayah. 

sistem pemerintahan yang dijalankan oleh ‘Umar masih bersifat sentralistik 

(markaziyah). 

 Pentingnya penetapan proses yang baku dalam hal pengangkatan dan 

pemberhentian Wali. Pengangkatan dan pemberhentian para Wali secara langsung 

oleh Khalifah sebaiknya ditinjau kembali. Karena dari pengalaman yang ada, 

pengangkatan dan pemberhentian para Wali ini adalah isu yang sangat sensitif, 

dan berpotensi konflik. Ada baiknya para Wali dipilih langsung oleh rakyat 

melalui suatu pemilihan umum (musyawarah). 

 Jadi dalam penetapan wali atau gubernur seorang khalifah berhak mamilih 

dan menetapkan tetapi tidak harus dengan cara sistem turun-temurun tetapi 

dengan memilih orang yang memang pantas menerima amanat tersebut. 

Seperti halnya dalam pemerintahan pemilihan khalifah seorang khalifah 

tidak dibenarkan memecat Putra Mahkota selagi Putra Mahkota tidak berubah, hal 

ini dikarenakan pengangkatan Putra Mahkota adalah hak kaum muslimin, jadi ia 

208 Muhammad Adib. Bulletin amanah online 18 agustus 2012, Administrasi Pemerintahan 
Umar, diakses 23 agustus 2012. 
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tidak dibenarkan memecatnya sebagaimana dewan pemilih tidak dibenarkan 

memecat orang yang telah mereka baiat selagi orang itu tidak berubah.209 Dalam 

sebuah hadis juga disebutkan bahwa setiap muslim adalah pemimpin dalam arti 

formal dan non-formal. 

 Seperti halnya dalam Nomokrasi Islam, kepala Negara menjalankan 

pemerintahan tidak berdasarkan mandat Tuhan tetapi berdasarkan hukum-hukum 

syariat yang diturunkan Tuhan kepada manusia kepada Rasul-Nya, yaitu al-Quran 

dan as-Sunnah, namun karena hukum syariat lebih banyak yang bersifat global 

dan baku manusia diberi wewenang yang luas untuk mengadakan ijtihad untuk 

masalah-masalah yang tidak diatur dalam syariat. Adanya kesempatan berijtihad 

bagi yang mampu ini mengisyaratkan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki 

hak dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi menjawab berbagai persoalan 

kemasyarakatan dan kenegaraan.210 

 Jadi dalam penetapan wali atau gubernur, seorang khalifah berhak memilih 

dan menetapkan tetapi tidak harus dengan cara sitem turun-temurun tetapi 

memilih orang yang memang pantas menerima amanat tersebut. Seperti halnya 

dalam pemerintahan pemilihan khalifah, seorang khalifah tidak dibenarkan 

memecat Putra Mahkota selagi Putra Mahkota tidak berubah, hal ini dikarnakan 

pengangkatan Putra Mahkota adalah hak kaum muslimin, jadi ia tidak dibenarkan 

memecatnya sebagaimana dewan pemilih tidak dibenarkan memecat orang yang 

telah mereka baiat selagi orang itu tidak berubah.211 

209 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Penerjemah; Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 
2006), 14. 
210 Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar’iyah; Etika Politik Islam, Penerjemah; Rofi’ Munawar, 
(Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 203. 
211 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Penerjemah, Fadli Bahri ( Jakarta: Darul Falah, 
2006),14. 
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 Jadi kesimpulan dalam penelitian ini, memang sulit bagi muslim untuk 

menyikapi polemik keistimewaan DIY sekarang ini. Penetapan atau pemilihan, 

bukanlah pilihan – pilihan yang benar. Namun yang jelas, Islam mengatakan tidak 

untuk pemilihan (pemilu kada) karena gubernur dalam pandangan Islam bukan 

hasil pilihan rakyat melainkan diangkat oleh kepala Negara (khalifah). Islam juga 

mengatakan tidak untuk penetapan karena Islam tidak mengenal poses pewarisan 

kekuasaan yang turun-temurun. Islam juga mengatakan tidak untuk demokrasi, 

karena demokrasi memaksakan sebuah prinsip yang fatal sekali kekeliruannya 

menurut Islam, yaitu manusia diberi hak untuk membuat hukum. 

 Terlepas dari berbagai pro dan kontra terhadap pandangan para tokoh 

sepanjang sejarah mengenai hubungan Agama dan Negara dalam Islam yang pasti 

kesemua istilah yang digunakan para sejarawan barat merujuk kepada pengakuan 

terhadap adanya konstitusi tertulis pertama pada tahun 622 M ketika Rasul 

memulai membangun Negara Madinah. 

 Al-Qur’an al karim merupakan salah satu sumber utama konstitusi Islam 

selain sunnah nabawiyah, praktek para sahabat dan ijtihad. Kandungan isi dari ke-

47 pasal Piagam Madinah pada dasarnya mengandung beberapa prinsip persatuan 

umat, persatuan kemanusiaan, kebebasan beragama dan hubungan antar pemeluk 

agama, tolong-menolong dan al-Qur’an al karim merupakan salah satu sumber 

utama kanstitusional Islam selain Sunnah Nabawiyah, praktek para sahabat dan 

ijtihat. Kandungan isi dari ke 47 pasal Piagam Madinah pada dasarnya 

mengandung beberapa prinsip seperti persatuan umat, persatuan kemanusiaan, 

kebebasan beragama dan hubungan antar pemeluk agama, tolong menolong dan 

membela yang teraniayah, prinsip hidup bertetangga, prinsip keadilan, prinsip 
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musyawarah, prinsip pelaksanaan hokum dan sanksi hokum, prinsip pertahanan 

dan perdamaian, prinsip amar makruf nahi munkar, prinsip kepemimpinan dan 

ketaatan (disiplin). Kesemua prinsip di atas merupakan intisari dari berbagai ayat 

Al-Qur’an yang turun kepada Nabi Muhammad S.A.W. 
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